BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1.

Mosa Laki sebagai pemegang peran belum berperan secara maksimal dalam
penegakan hukum adat dalam menyelesaiakan permasalahan pidana adat
dalam hal ini delik penghinaan yang terjadi di masyarakat adat Laumera Desa
Ranga Kabupaten Ende.

Dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Penghinaan di masyarakat adat,
Putusan yang dijatuhkan Mosa Laki terhadap kedua belah Pihak adalah Ndate
Wale ( Pemulihan dan Penghargaan kembali secara adat )

Dalam menyelesaikan tindak pidana ini Mosa Laki berpegang teguh pada nilai

kebenaran dan keadilan.

. Saran

Adapun saran yang perlu dapat penulis sampaikan sehubungan dengan

penelitian ini adalah:

1.

Penegakan terhadap putusan adat harus benar — benar dijalankan oleh Mosa
laki, sehingga tidak hanya sebatas menerima, memproses kemudian
memutuskan akan tetapi pemberian sanksi adat bagi yang tidak melaksanakan

putusan adat harus benar-benar di tegakan.



2. Putusan yang telah di jatuhkan itu Mosa laki seharusnya secara Kontinue terus
mengawasi apakah Putusan itu sudah di laksanakan atau belum. Sehingga
keseimbangan Kosmis yang telah tergannggu dapat di kembalikan,
keseimbangan dunia lahir maupun dunia gaib agar dapat mendatangkan rasa
damai dan tentram antara sesame wargan Maysrakat adat.

3. Mosa Laki mempunyai kewenangan yang mutlak di wilayah kekuasaannya
oleh karena itu setiap kejadian yang ada di wilayahnya diharapkan Mosa Laki
harus secara cepat mengambil tindakan tidak mesti menunggu laporan.

4. Setiap perselisihan yang terjadi di wilayah adat di anjurkan kepada para pihak
yang berselisin  sebelum ke pihak penegakan hukum terutama harus di

selesaikan terdahulu di tingkat Mosa Laki.
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